DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adiwinata, Saleh. Pengertian Hukum Adat Menurut Undang-Undang Pokok
Agraria, Alumni: Bandung, 1980.

Amiruddin dan Zainal, Asikin H.. Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Badrulzaman, Mariam Darus. Aneka Hukum Bisnis, Bandung: Alumni, 2005.
. KUH Perdata Buku 111 Hukum Perikatan Dengan
Penjelasannya, Bandung: Alumni, 2003.

Effendi, Bachtiar. Kumpulan Tulisan Tentang Hukum Tanah Bandung: PT.
Alumni,1993.
. Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-Peraturan
pelaksanaannya, Bandung: Alumni, 1993.

Harsono, Boedi. Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang
Pokok Agraria Isi Dan Pelaksanaaanya, Jakarta: Djambatan, 2003.

. Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan

Hukum Tanah Jakarta: Djambatan, 2002.

. Penggunaan dan Penerapan Asas-asas Hukum Adat pada Hak
Milik Atas Tanah, Paper disampaikan pada Simposium Hak Milik Atas

Tanah Menurut UUPA, Bandung-Jakarta, 1983.

. Undang-Undang Pokok Agraria Sedjarah Penjusunan, Isi, dan

Pelaksanaannja, Djakarta: Djambatan, 1971

Lubis, Mhd. Yamin dan Lubis, Abd. Rahim. Hukum Pendaftaran Tanah, Bandung:
Mandar Maju, 2008.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum- Edisi Revisi, Jakarta: Kencana
Prenadamedia Group, 2005.

Mezak, Meray Hendrik. Jenis Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum,
Law Review, Vol V No. 3, Fakultas Hukum Universitas Perlita Harapan,
Tangerang, 2006.

Miru, Ahmadi dan Pati, Sakka. Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233
Sampai 1456 BW , Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011.

Miru, Ahmadi. Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2007.

103



Muhammad, Abdul Kadir. Hukum Perikatan, Bandung: Alumni, 1982.
Parlindungan, A.P.Berbagai Aspek Palaksanaan UUPA, Bandung: Alumni, 1973.
Perangin, Efendi. Praktek Jual Beli Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994.

. Hukum Agraria Indonesia Suatu Telaah Dari Sudut Pandang
Praktis Hukum, Jakarta, Rajawali, 1989.

Prakoso, Djoko dan Purwanto, Budiman Adi. Eksistensi Prona sebagai
Pelaksanaan Mekanisme Fungsi Agraria, Jakarta: Galia Indonesia, 1985.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia:
Jakarta, 2008.

Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum, Bandung,PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
Ridwan, Ahmad Fauzie. Hukum Tanah Adat, Jakarta: Dewaruci Press, 1982.
Saleh, K. Wantjik. Hak Anda Atas Tanah, Jakarta: Galia Indonesia, 1973.

Salim, H.S. Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta: Sinar
Grafika, 2003.
, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia,Cet.1,
Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

Salindeho, John. Masalah Tanah Dalam Pembangunan Jakarta: Sinar Grafika,
1987.

Santoso, Urip. Hukum Agraria dan Hak-hak atas Tanah, Jakarta: Prenada Media,
2009.
. Pejabat Pembuat Akta Tanah , Cet. 2, Jakarta: Kencana, 2016.
. Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah, Jakarta, Kencana
Sendjaja, Momon Soetisna dan Basan, Sjachran, Pokok-Pokok
Pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan Desa, Bandung, Alumni,
1983.

Setiady, Tolib, Intisari Hukum Adat Indonesia, Bandung: Alfabeta, 2009.
Siagian, S.P. Administrasi Pembangungan, Jakarta: Gunung Agung, 1983.
Soekanto M. Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Ul Press, 1986.

. Hukum Adat Indoneisa, Jakarta, Rajawali, 1983.
. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : Ul-Perss, 2006.

104



Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan
Singkat, PT. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003.

Soemitro, Ronny Hanitijo. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Soeroso. Pengantar llmu Hukum. Jakarta, Pt. Sinar Grafika, 2011.

Soetikno, Imam. Proses Terjadinya UUPA, Yogyakarta: Gajah Mada Universitas
Press, 1987.

Soimin, Soedharyo. Status Hak dan Pembebasan Tanah, Jakarta: Sinar Grafika,
2001.
. Status Hak Dan Pembebasan Tanah, Jakarta: Sinar Grafika,

2004.
Subekti, Hukum Perjanjian. Cetakan 19, Jakarta: Intermasa, 2001.
Subekti, R. Aneka Perjanjian, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.

Sumarjono, Maria S. W. Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi
Jakarta: Buku Kompas, 2001.

Sunggono, Bambang. Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT.Raja Grafindo
Persada, 2007.

Sutedi, Adrian. Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya, Edisi 1, Cetakan
keempat, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
. Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftaranya, Jakarta: Sinar
Grafika, 2006.

Wahid, Muchtar. Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah; Suatu
Analisis dengan Pendekatan Terpadu Secara Normatif dan Sosilogis.
Jakarta:Penerbit Republika, 2018.

Zainal, Asikin. Pengantar Tata Hukum Indonesia, Jakarta : Rajawali Press, 2012.

Undang-Undang

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan

Pulau-Pulau Kecil.

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan
Pejabat Pembuat Akta Tanah.

105



Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertipikat Elektronik.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan
Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3
Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak
Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran
Tanah.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28D Ayat 1 .

B. Website

http://irwaaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html, dikases
pada tanggal 2 November 2020, pukul 16.48 WIB.

https://www.hukumonline.com/berita/baca/It58d8f593a6541/penerapan-
pasal1872-kuhperdata-sebagai-bentuk-perlindungan-hukum-oleh-reza-
boentoro/ diakses pada tanggal 20 Maret 2021, jam 10:30.

C. Lain-lain

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Sk. 26/DDA/1970 tentang Penegasan
Konversi.

Petunjuk Teknis Direktorat Survei dan Potensi Daerah. Deputi Survei, Pengukuran
dan Pemetaan BPN RI, 2007.

106



